
  

 

BUPATI TRENGGALEK 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK 

NOMOR : 188.45/ 172 /406.001.3/2023 

TENTANG 

PENGESAHAN DAN PERESMIAN CALON ANGGOTA BADAN 

PERMUSYAWARATAN DESA NGULUNGKULON KECAMATAN MUNJUNGAN 

ANTAR WAKTU MENJADI ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN  

DESA NGULUNGKULON KECAMATAN MUNJUNGAN 

 
BUPATI TRENGGALEK, 

 

Menimbang : a.  bahwa sehubungan dengan adanya Peresmian Pemberhentian 

Anggota Badan Permusyawaratan Desa Ngulungkulon 

Kecamatan Munjungan berdasarkan Keputusan Bupati 

Trenggalek Nomor : 188.45/438/406.001.3/2022 tentang 

Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan 

Desa Ngulungkulon Kecamatan Munjungan, perlu ditetapkan 

pengesahan dan peresmian calon anggota Badan 

Permusyawaratan Desa Ngulungkulon Kecamatan Munjungan 

pengganti; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 huruf d Peraturan 

Bupati Trenggalek Nomor 47 Tahun 2019 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 

7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, bahwa 

pengesahan anggota Badan Permusyawaratan Desa 

ditetapkan dengan Keputusan Bupati; 

c.   bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan 

Bupati tentang Pengesahan dan Peresmian Calon Anggota 

Badan Permusyawaratan Desa Ngulungkulon Kecamatan 

Munjungan Antarwaktu Menjadi Anggota Badan 
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Permusyawaratan Desa Ngulungkulon Kecamatan 

Munjungan; 

 
    Mengingat :  1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa 

Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah 

Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan 

mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan 

Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 

1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam 

Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat 

dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5495); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 

13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
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Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 

2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  

6321); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan 

dan Evaluasi Penyelengaraan Pemerintah Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 

7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011  tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 

76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden 

Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor186); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 
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Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 187); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 

tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 

2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 

9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 

86); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 

68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 13, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 

118); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 7 Tahun 

2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran 

Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 

98); 

13. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 47 Tahun 2019 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten 

Trenggalek Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan 

Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek 

Tahun 2019 Nomor 47); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  : 

KESATU       :  Mengesahkan dan meresmikan Saudara: 

  Nama :  MUKOLIL 

  Tempat Tanggal lahir :   Trenggalek, 22 November 1967 

Alamat  : RT.08 RW.02 Desa Ngulungkulon, 

Kecamatan Munjungan, Kabupaten 

Trenggalek 

sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Ngulungkulon 

Kecamatan Munjungan dengan masa jabatan melanjutkan sisa 

masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang 

digantikan dan dihitung 1 (satu) periode. 

 
KEDUA     :  Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal  ditetapkan. 

 

 

 

 

                                                                   Ditetapkan di Trenggalek 

                                                                   pada tanggal 13 April 2023                   

                                                               BUPATI TRENGGALEK, 

 

                                                                             ttd. 

 

                                                             MOCHAMAD NUR ARIFIN 

Salinan sesuai dengan aslinya                                
   KEPALA BAGIAN HUKUM 

              

          AGUNG YUDYANA 
Nip. 19680524 199703 1 001 
 

 

 

 

 

 


